PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN — BELANJA
DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2014

2015

PERDA KOTA AMBON NO. 6, LD. 2015/NO.6 : 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN

2014

ABSTRAK :

— Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4427), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang—undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), jo pasal 298 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah harus mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No.
17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25
Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23
Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 108
Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 54
Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56
Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PERDAKOTAMBON No. 12 Tahun
2014.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun

Anggaran 2014, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam
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pengaturannya. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober
2015;

— Lampiran 16 him.
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PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN — BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015

2015
PERDA KOTA AMBON NO. 7, LD. 2015/NO.7 : 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK : - Sehubungan dengan tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara
kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun
anggaran 2015.

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDNRI
Tahun 1945; UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17
Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25
Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109
Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55
Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 21
Tahun 2007; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79
Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2006; PP No. 2 Tahun 2012;
PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2014;
PERDAKOTAMBON No. 8 Tahun 2008; PERDAKOTAMBON No. 11 Tahun
2008; PERDAKOTAMBON No. 12 Tahun 2008; PERDAKOTAMBON No. 2
Tahun 2014; PERDAKOTAMBON No. 3 Tahun 2014; PERDAKOTAMBON
No. 13 Tahun 2014; PERWALKOTAMBON No.2 Tahun 2015;
PERWALKOTAMBON No. 33 Tahun 2015.

— Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan mengubah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang
semula berjumlah Rp1.007.282.959.996,00 bertambah Rp82.345.933.195,00
sehingga menjadi Rp1.089.628.893.191,00.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 November
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2015.
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PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR — INVESTASI PEMERINTAH KOTA AMBON

2015

PERDA KOTA AMBON NO. 16, LD. 2015/NO.16 : 28 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PENYELENGGARAAN DANA
BERGULIR DAN INVESTASI PEMERINTAH KOTA AMBON

ABSTRAK :

— Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan

otonomi daerah, perlu dikembangkan pola pelayanan kredit mikro dalam
rangka pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha mikro untuk
memperluas kesempatan kerja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, dimungkinkan adanya penyelenggaraan dana
bergulir dengan menggunakan sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah. Penyelenggaraan dana bergulir dengan
menggunakan sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah perlu difasilitasi dengan sumber dana investasi daerah yang berasal
dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDNRI
Tahun 1945; UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 28
Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 1
Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; ; UU No. 25
Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12
Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13
Tahun 1979; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58
Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39
Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007;
PERDAKOTAMBON No. 9 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyelenggaraan dana Bergulir
dan Investasi Pemerintah Kota Ambon, dengan menetapkan batasan istilah
yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan dana bergulir
adalah kegiatan mengelola dana yang berasal dari investasi pemerintah
daerah dan sumber-sumber lain yang sah untuk perkuatan modal usaha bagi

pelaku usaha mikro, dalam bentuk kredit mikro oleh unit kerja tertentu
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dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk
memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember
2015;

— Dana bergulir yang dikelola pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang
bersumber dari dana penyertaan modal APBD yang dikeluarkan pada tahun-
tahun sebelumnya, yang memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana
dimaksud Pasal 2 harus dilaporkan sebagai dana bergulir dalam Laporan

Keuangan Unit Kerja Kredit Mikro.
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ANGGARAN PENDAPATAN — BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2015

PERDA KOTA AMBON NO. 17, LD. 2015/NO.17 : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK :

— Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah Undang —undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844) menjadi Undang-Undang,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disekapati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 60 Tahun 1957; UU No.
12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1
Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32
Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23
Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56
Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79
Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 2
Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 37
Tahun 2014; PERDAKOTAMBON No. 8 Tahun 2008; PERDAKOTAMBON
No. 9 Tahun 2008; PERDAKOTAMBON No. 10 Tahun 2008;
PERDAKOTAMBON No. 11 Tahun 2008; PERDAKOTAMBON No. 21 Tahun
2008.

UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku - 2016



— Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan Anggaran Pendapatan
Daerah sebesar Rp1.007.282.959.996,00 dan Belanja Daerah sebesar
Rp1.024.645.252.229,00.
CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember
2015.
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